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di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

c. bahwa Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah selaku Pengguna Barang menyetujui usulan 

Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya 

Karena Sebab–Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan surat Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku 

Pengguna Barang Nomor: 24965/KA/09/2023 pada 13 

September 2023 perihal Persetujuan Penghapusan Barang 

Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya karena Sebab-Sebab 

Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik 

Negara Berupa Aset Tetap Lainnya Karena Sebab-Sebab Lain 

Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 

Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang 

Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu 

Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang 

Milik Negara; 
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